BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

5.1.1 Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, mengenai
penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu
lintas di Bone Bolango. Yang disimpulkan secara keseluruhan melalui
3 (tiga) komponen dalam pembangungan hukum, yang diantaranya,
materi (substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur)
hukum.!Yang diuraikan di bawah ini :

a. Legal Substance (substansi hukum)

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sudah jelas dalam pemberlakuan dan penerapan
sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas. Akan tetapi, minimnya
pengetahuan hukum bagi masyarakat mengenai aturan berlalu lintas.
Sehingga, hal ini berdampak pada kesadaran masyarakat akan
ketaatan dan kepatuhan hukum.

b. Legal Structure (struktur hukum)

Sesuai dari apa yang telah dibahas sebelumnya, peneliti mengambil

kesimpulan. Bahwa sarana dan prasarana, serta kualitas dari

penegakan hukum yakni Polisi Republik Indonesia di lingkungan

! Fence M. Wantu, “Idee Des Recht”, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2011, hal 1
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Kabupaten Bone Bolango masih sangat minim, baik dari segi
mentalitas, prinsip  kepribadian yang sering menyebabkan
penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan tugas penyidikan.
Selain itu, kurangnya kesadaran dari pihak POLRI dalam membina
dan mengawasi masyarakat dalam berlalu lintas terutama dari segi
sosialisasi yang masih kurang. Sehingga, masih banyak pengendara
bermotor yang belum mengetahui adanya peraturan perundang-
undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Hal ini sangat berpegaruh terhadap ketaatan dan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan yang telah diterapkan di wilayah
Kabupaten Bone Bolango, terutama tindakan tegas dari Polisi Resort
Kabupaten Bone Bolango dalam hal pembinaan dan pengawasan
terkait dengan tata tertib berlalu lintas.

c. Legal Culture (budaya hukum)

Tanpa adanya tindakan dan sikap tegas dari POLRI di wilayah
Kabupaten Bone Bolango terkait peraturan yang mengatur tata tertib
berlalu lintas. Dapat menyebabkan sikap masyarakat yang kurang
menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan
bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-
mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan
sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat
dalam penegakan hukum. Hal ini yang menyebabkan budaya hukum

dalam masyarakat tidak tertib, dikarenakan ketidakpastian, keadilan
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dan kemanfaatan hukum tersebut tidak dimengerti oleh masyarakat.
Sehingga, penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana
pelanggaran lalu lintas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sampai saat ini
belum efektif dalam penegakan hukum. Dikarenakan, kurangnya
pembinaan dan pengawasan oleh POLRI kepada masyarakat di
wilayah Kabupaten Bone Bolango terkait dengan kesadaran hukum
bagi masyarakat akan hal tertib berlalu lintas.

5.1.2Hambatan yang dialami POLRI dalam penerapan Sanksi Pidana dalam
tindakpidana pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone Bolango
Kenyataan dalam penelitian, bahwa faktor yang menjadi hambatan
dalam penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana
pelanggaran lalu lintas di Bone Bolango disebabkan oleh tidak
siapnya terpidana untuk melunasi pidana sanksi terhadap pelanggaran
berlalu lintas. Dikarenakan 3 (tiga) komponen yang telah dijelaskan
sebelumnya, yaitu berupa Substansi, Struktur dan Kultur yang belum
efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan
kemanfaatan hukum. Sehingga, kesadaran masyarakat akan tertib
berlalu lintas perlu diproritaskan seperti apa yang dicita-citakan oleh
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.
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5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran
yang dapat penulis berikan antara Lain:

1. Terhadap Undang-undang ini perlu adanya Peraturan Pemerintah yang
baru bukan mengacu kepada PP nomor 42 Tahun 1993 Tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan
Pasal 4. Oleh selain itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap
ketentuan Sanksi Pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat
serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau
menghindari sanksi denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009;

2. Pelaksanaan Pidana denda Undang-undang ini agar dapat dilaksanakan
sebaik mungkin maka diperlukan adanya perubahan dalam hal
paradigma sistem pemidanaan Pasal 280 yo 68 ayat (1) dan Pasal 285
ayat (1) yo 106 (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
Indonesia dan adanya penyuluhan hukum tentang lalu lintas dalam
penerapan dan sanksi dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
di Indonesia;

Agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya
perbaikan saran dan prasarana lalu lintas yang memadai khususnya di wilayah

Polresta Bone Bolango. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang
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Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang
penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
harus disertai dengan adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum
Polresta Bone Bolango dengan cara memberlakukan system reward bagi aparat
penegak hukum khususnya polisi lalu lintas yang menajalankan tugasnya dengan
baik berupa pemberian beasiswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih
tinggi dan bagi yang melanggar ketentuan baik itu menerima suap agar

diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
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